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1.

KABUPATEN AGAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu
menetapkan Peraturan Bupati_ tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Agam;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243);



5.

6.

10,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4615);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 485);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.

O
N

Daerah adalah Kabupaten
Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
Bupati adalah Bupati Agam.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Agam.
Perangkat Daerah Kabupaten Agam, yang selanjutnya
disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Agam dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja
pada Perangkat Daerah,dalam rangka
mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang
berisi gambaran perwujudan akuntabilitas Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang
disusun dan disampaikan secara_ sistematik dan
melembaga.
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah
kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis,
pemberian atribut, pengenalan permasalahan dan pemberian
solusi mencakup pemberian nilai, apresiasi dan
mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan untuk
tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

6.

7.

8.



9. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE,
adalah laporan yang menyajikan informasi pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi
atas kinerja unit kerja yang dievaluasi yang ditandatangani
oleh penanggung jawab evaluasi laporan kinerja Perangkat
Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan evaluasi
atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk
pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Daerah

BAB IV

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan

ruang lingkup evaluasi;
b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi

yang digunakan dalam evaluasi;
c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh

dalam proses evaluasi; dan
d. penvusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisime

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.
Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat
Daerah, dilaksanakan oleh tim evaluasi yang dibentuk dengan
Keputusan Inspektur atas nama Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung.
pada tanggal /4 Juni 2019

BUPATI AGAM

INDRA CATRI
Diundangkan di Lubuk basung
pada tanggal Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ALIAM

MARTIAS WANTO

FFBERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAGUN 2019 NOMOR 30
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